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PENETAPAN

P E N E T A P A N

 Nomor  0271/Pdt.P/2023/PA.Bks

                                

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bekasi yang memeriksa dan mengadili  perkara

tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan

penetapan  sebagaimana  tertera  di  bawah  ini  dalam  perkara

P3HP/Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh : 

MUHAMMAD NAUFAL FIKRI Bin Alm RUSMANTO, tempat dan tanggal

lahir  Jakarta  03  Juni  1994,  umur  28  tahun,  agama  Islam,

pendidikan  S1,  pekerjaan  Karyawan  Swasta,  tempat  tinggal  di

Komp Koperasi Blok C, No. 4, RT. 001, RW. 009, Jaticempaka,

Pondokgede, Kota Bekasi, Jawa Barat sebagai Pemohon;

;

Pengadilan Agama tersebut; 
Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
Telah  mendengar  keterangan  Para  Pemohon  dan para  saksi di  muka

sidang;

DUDUK PERKARA

DUDUK PERKARA

Bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon tertanggal 20 Mei

2023  yang  telah  didaftar  di  Kepaniteraan  Pengadilan  Agama  Bekasi,

dengan Register  perkara Nomor 0271/Pdt.P/2023/PA.Bks tanggal  20 Mei

2023;
Bahwa  pada  hari  dan tanggal  sidang  yang  telah  ditetapkan,

Pemohon datang didampingi kuasa hukumnya menghadap di persidangan,

Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait  Permohonan  penetapan

ahli  waris yang diajukan  Pemohon berdasarkan hukum Islam, dan atas

nasehat Majelis Hakim tersebut Kuasa Hukum Pemohon menyatakan akan
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mencabut  surat  permohonnnya,  karena  akan  memperbaiki   detail  surat

permohonannya
Bahwa  Kuasa  Hukum  Pemohon telah  menyampaikan  kesimpulan

secara  lisan,  yang  isinya  akan  mencabut  surat  permohonannya,  karena

akan melengkapinya;
 Bahwa  untuk  mempersingkat  uraian  Penetapan  ini,  segala  yang

tercatat  dalam  Berita  Acara  Sidang  merupakan  bagian  yang  tidak

terpisahkan dari Penetapan ini; 

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang,  bahwa  Para Pemohon telah  menguasakan  kepada

kuasa hukumnya  dan memilih domisili kepada IRDA SUHERMANTO, SH,

advokat / Pengacara yang teragbung Advokat dan Konsultan Hukum pada

Kantor  Hukum  IRDA  SUHERMANTO,  SH  &  PARTNERS,  Kaliabang

Bahagia,  Jl.  H.  Neren,  No.  10A,  RT.  003,  RW.  004,  Kel.  Pejuang,  Kec.

Medan Satria, Kota Bekasi, Jawa Barat, 17131, berdasarkan surat kuasa

khusus tanggal 20 Mei 2023, yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor

0725/adv/V/2023 tanggal  25  Mei  2023,  telah  diperiksa  persyaratannya

ternyata telah sesuai dengan ketentuan  Pasal 4 dan Pasal 30  Undang-

Undang  Nomor  18  Tahun  2003  Tentang  Advokat  dan  Surat  Edaran

Mahkamah Agung Republik Indonesia  Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal   7

Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10  Tahun

2020    Tentang    Bea    Meterai,    sehingga    kuasa     dinyatakan

mempunyai legal standing untuk mewakili kliennya dalam perkara ini

 Menimbang,  bahwa  Kuasa  Hukum  Pemohon  maksud  akan

mencabur perkaranya, karena akan memperbaiki surat permohonannya;
Menimbang,  bahwa  oleh  karena  perkara  ini  dalam  bidang

perkawinan,  maka  sesuai  dengan  ketentuan  Pasal  89  ayat  (1)  Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah

dengan undang-undang nomor 03 tahun 2006 dan undang-undang nomor

50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada  Pemohon;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan  permohonan  pencabutan  perkara  nomor

Hal. 2 dari 4  hal. Pent. No. 0272/Pdt.P/2023/PA.Bks

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 2



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

0271/Pdt.P/2023/PA.Bks dari Pemohon;  

2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara

tersebut dalam register perkara;  

3. Membebankan  kepada  Pemohon untuk  membayar  biaya

perkara sejumlah Rp. 130.000,00,- (seratus tiga puluh ribu rupiah). 

Demikian Penetapan ini  dijatuhkan dalam rapat  Permusyawaratan Majelis

Hakim pada hari  Kamis tanggal  08 Juni 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal

19 Zulqaidah 1444 1442 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Siti Sabihah, S.H. M.H. sebagai

Ketua Majelis,  Drs. H. Syarif Hidayat, S.H. dan  Drs. H. Gusmen Yefri,  masing -

masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut telah dibacakan oleh Ketua

Majelis  pada  hari  itu  juga  dalam  persidangan  terbuka  untuk  umum  yang  di

dampingi oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh H. Mohamad Rusli, S.H., sebagai

Panitera Pengganti Pengadilan Agama Bekasi dihadiri Pemohon.

Hakim Anggota, Ketua Majelis,

  

Drs. H. Syarif Hidayat, S.H. Dra. Hj. Siti Sabihah, S.H. M.H.

  
Drs. H. Gusmen Yefri

Panitera Pengganti,

 

H. Mohamad Rusli, S.H.

 PERINCIAN BIAYA PERKARA :
1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00

2. Biaya Proses : Rp 60.000,00

3. PNBP Panggilan : Rp 20.000,00
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4. Biaya Panggilan : Rp 0,00

5. Biaya Redaksi : Rp 10.000,00

6. Biaya Meterai : Rp 10.000,00

 JUMLAH : Rp 130.000,00

(seratus tiga puluh ribu rupiah)
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